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Fakta Sosial dan Hukum Hubungan Kerja PRT

Ide tulisan Diah
[rawaty bertajuk
“UU PPRT dan In
donesia Berkeadil
an (Kompas,
222:2023) mena
rik dicermati. Arti
kel tersehut
mengemukakan
bahwa pengesahan
RUU PPRT akan
menjadi transfor
masi watak feo
dalisme masyara
kat Indonesia me
nuju masyarakal
egaliter.

da hal mendasar yang
perlu diluruskan agar tak
menjadi  jebakan vang

Justru digunakan oleh fraksi-
fraksi besar di DPR untuk me-
nyandera RUU ini di Badan
Musyawarah dan atau tergele-
di meja ketua DPR

Dalam artikel itu dinyatukan
bahwa kita lehil memiliki ke-
untungan historts karena kita
bersikap lebih manusiawi, an-
tara lain dengan membolehkan
pekerja rumah tangga (PRT)
untuk tinggal salu rumah. Per-
nyataan ini hisa sangat menye-
satkan.

Apalagi jika mengacu kepada
konteks historis perbudakan di
Indonesia pada era kolonial dan
kemteks sosialnya hingga saat
ini, Dengan argumen terdapat
"nilai moral-hudaya, kearifan
lokal, dan aspek kekeluargaan”
serta "PRT berada di sektor
informal”, PDI  Perjuangan
(PDI-P) dan Golkar menolak
pengesahan RUL ini (pencapat
Fraksi PDI-P dan Golkar pada
rapal Baleg, Juli 2020).

Banyaknya kasus kekerasan
terhadap PRT membuktikan
Labwwa filosofi "hubungsan keke-
luargaan” yang selama ini di-
agungkan dakam hubungan ker-

Jja PRT dan pemberi kerjanya
Justru menunjukkan kegagalan
dalam  memberikan  perlin-
dungan terhadap PRT.
Kasus-kasus tersebut, ju-
g vang lerjadi pada
BRT/TKW kita di luar ne-
gori, menunjukkan adanya
ketidakadilan struktural da-
lum hubungan kerja PRT de-
ngan pembert kerja, Perlin-
dungan hukum adalah salah
safu cara mendekonstruksi hu-
bungan kekeluargaan yang se-
sunggahnya merupakan sebuah
cara untuk melanggengkan hu-
bungan vang menindas itu,
Adanya perlindungan hukum
tidak otomatis menghilangkan
aspek kekeluargaan di dalam-
nya. Slogan Koulisi Masyarakat
Sipil (KMS) unfuk RUU
PPRT, "Hapus Perbu-
dakan Modern”, me-
representasikun  kon-
disi menindas hubung-
an kerja PRT lersebut.
Dalam konteks so-
sio-historis era Jolo-
nial, khususnya saat
perhudakan, adalah ak-
tivitas perdagangan legal,
mika PRT dan terutama
perempuan PRT adalah ke-
lompok paling rentan karena
berada dalam Jokus rumah
tangga tertutup, Karena itu pus
i, PRT masuk dalam perlin-
dungan UL Penghapusan Ke-
kerasun dalam Rumah Tungga

(PKDRT) 2004,

Fakta hukum

hubungan kerja PRT

Argumen lain yang dikemu-
kakan fraksi-fraksi besar itu ia-
ah bahwa PRT adalah pekerja
sektor informal yang tidak per-
lu diatur oleh negara, Argumen
ini jelas sangat diskriminatif
lerhudup  perempuan  miskin
mengingat bahwa scktor infor-
mal diokupasi oleh mayoritas
perempuan pekerja,

Dikotomi sektor formal dan
informal hanya cara ckonom
membedakan kelompok usaha
rang mendapat dukungan dan
perlindungan negara dan ke-
lotpok usaha yang mandir,
tanpa dulungan apa pun. Ka-
rema itu, dikotomi tersebut ti-

Nursyahb

ani Katjasungkana

RKetua Penguaras Asosiosi LRI Indonesioe

dak relevan dijadikan argumen

untuk menolak  memberikan
perlindungan hukum hagi PRT,
Pendapat int jugs berten-
tangan dengan definisi pekerfa
dalam UU Kelenagakerjaan No-
ot 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat
2 dan 3 UU ini tidak membe-
dakan status pekerja berdasar-
lean lokeasi tempat bekerja.
Setiap orang yang bekerja di
hawah perintah untuk meng-
hasilkan barang atau jasa de-
ngan menerima upah masuk
dalam pengertian peketja,
Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 2 Tahun 2015,
meski lebih mengatur penyalur,
Juga telah menegaskan bulhwa
PIT adalah pekerja, Pengakuan
ini sangat terlambal mengingat
scjak zaman kolonial, herbagai
peraturan telah  dikeluarkan
untuk memberkan status pe-
kerja dan melindungi PRT.
Misalnya, Staatblad  (Sth)
1825 Nomor 44, mesld dibuat
didam konteks  perbudikan,

RERYERANTO

herisi larangan bagi hudak yang
sudah berkeluarga untuk ting-
gal i kelarga majikannya,

Selain iLu, pemilik budk wa-
Jib bertindak baik terhadap bu-
daknya dan melarang meng-
aniava mercka, Jika terjadi
penguniayaan, mereka dlanggap
melakukan kejahatan yang di-
aneam pidana,

Ini berarti balwa dalam
aturan perbudakan pun terda-
pat kewajiban untuk tidak ting-
gal satu rumah dan wajib mem-
perlakukan  budak-budak itu
dengan baik. Pada tahun 18749,
dengan Sth Tahun 1879 Nomor
256, hubungan kerja PRT-pem-
beri kerju diatur dengan Pasal
1601-1603 KUHPerdata

Hubungan  perbudakun
diganti dengan hubungan pe-
nyewadn pekerja rumah langga
dan pekerja-pekerja kasar, Hu-
hungan kerja mereka didasar-
kan pada perjanjian dengan
waktu tertentu. Meskipun de-
mikian, watak kolonial pera-

turan ini sangat kental.

Misalnya, Pasal 1608 KUHE,
pada  pokoknya  menyatakan
Dbahwa dalam masa perjanjian
kerja para pelayan (biasanya
disebut babu/jongos) dan tu-
kang tak bolch meninggalkan
pekerjaun mereka dan sebalik-
nya mereka juga tak holch di-
usir dari pekerjuan mereka.

Jika majikan mengusir me-
reka, upahnya wajib dibayarkan
berikut ganti rugl selama enam
minggu terhitung sejak mereka
diusit. Dengan demikian jelas-
lah halnwa sejak zaman kolonial,
meski aturan tersebut berpihak
kepada pemberi kerja (maji-
kan), status PRT telah men-
peraleh perlindungan hukum.

Hubungun kerju mereka adu-
lah hubungan kerja kontrak-
Lual. Kontrak kerju harus me-
muat tentang besarnya upah,
pembayaran upah tahun sebe-
Tumnya, uang muka yang harus
dibayar, dan limanya waklu
perjanjian kerja.

Setelah kemerdekaan, sesuai
dengan ketentuan UU Nomor
22 Tahun 1957 tentang Penye-
lesaian Persclisihan Perburuh-
an (U P4), kasus-kasus anta
PRT dan pemberi kerjanva di-
selesaikan melalui Panitia Pe-
nyelesuian  Perburuhan Dag-
rah/Pusat (P4D/F),

Numun, sangat disayangkan,
pada tahun 1959, P4P membuat
keputusan yung menyatakan
balwa P40/ tidak mengurus
urusan PRT dan hanys mene-
rima kasus-kasus dalam hu-
hungan kerja formal-industrial
(Sofiand, 2020).

Pengalaman penulis saat ma-

sih di LBH Jakarta ketika me-

nangani kasus-kasus pemutus-
an hubungan kerja PRT vang
hekerja di kedutaan-kedutaan
atau orang asing, aturan-aluran
dalam KUHPerdata dan UUP4
itu masih dapat digunakan
Meski demikian, sctidaknya
terdapat dua peraturan duerah
di DKL Jawa Timur, dan Yog-
yakarly, yang lelah mengatur
Thubungan kerja PRT dan pem-
heri kerja sehagai hubungan
formal dan kontraktual, meski
ketiganya lebih banyak meng-
atur tentang penyalur untuk ke-

hutuhan retribusi kepada pe-
terintah daeral setempat.

Sekali lagi, kelompok T'RT,
sebagaimana juga TKW, telah
dimanfaatkan pemerintah se-
bugai  penambung  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dac-
ruth/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APRD/APEN)
alaw devisa negara.

Fakta hukum scjak zaman
kolonial sampal masa merdeka
sckarang ni jelas merupakan
kontra-argumen terhadap pen-
dapat bahwa PRT adalah pe-
kerja sektor informal yang tidak
perlu diatur oleh negara.

Artinya, sejak U] Ketenaga-
kerjaan yang pertama setelah
kemerdekaan, sampai saat ini,
negara ini telah menetapkan
Dahwa FRT adalah pekerja PRT
kita yang bekerja di negara-ne-
garavang mengakui PRT adalaly
pekerju (misulnya Hong Kong)
memperolch hanyak keuntung-
andengan adanya perlindungan
hukum tersebut.

Perlindungan hukum itu tak
haitya melindungi PRT, tetapi
Juga pemberi kerjanya. Kedua-
nya dapat meminta pengadilan
perburuhan untuk  mengadili
dan atau memediasi jika terjadi
konflik kepentingan.

“Quo vadis” DPR kita?

Sebagui wakil rukyat, seha-
rusnya DFR mendengarkan
suara rakyal. Berbagai upaya
telah dilakukan KMS. Bersama
{raksi pendukung pemerintah,
tokoh agama dan masyarakat,
MU, dan KUPL, mereka telah
secarq intensil mengampanye-
kan pengesahan RUU PPRT.

Presiden Joko Widodo dan
Menko Polhukam Mahfud MDD
juga sudah meminta DPR agar
RUU tersebut segera dibahas

ParaPRT pun sudah menulis
surat kepada Ketua DPR Puan
Maharani untuk segera mene-
tapkan RUU PPRT schagai ini-
siatif DPR dan membithasnya di
panitia khusus,

Dukungan juga diberikan
oleh berbagai media massa, Ha-
rian Kompos hahkan menem-
patkan aksi demo KMS di ha-
laman pertamanya (:

Keengganan Fraksi PDI- l;

cukup mengherankan karena di
awal justiu “"partainya wong ci-
Jik" inilah bersama dengan T3
yang mempromosikan RUU i
hingga dibahas pada 2003

Komisi IX bahkan telsh me-
Takukan studi banding ke Afrika
Selatan dan Argentina serta
melakukan wji publik ke behe-
apu duerah, lentunya dengan
anggaran yang besar,

Afrika Selatan adalah contoh
yang baik bagl perlindungan
PRT yang tentu dapat dijadikan
contoh bagi perlindungan PRT
kita. Negara tetangga, seperti
Filipin, juga memiliki UL Per-
lindungan  PRT yang cukup
korprehenstf,

Talu sekarang, quo  vodis
fraksi-raksi besar yang meno-
lak atau menunda-nunda pe-
ngesahan RUU PPRT ini? Ru-
sanya tidak patutlah, membuat
PRT, yang jugs telsh memung-
kinkan para anggota DFR itu
bisa bekerju dengan nyaman,
dibiarkan menunggu sampai 19
tahun lamanya. Fakta sosial dan
hukum yang telah disinggung di
atas telah menggugurkan se-
mia argumen fraksi-froksi vang
menolak untuk segera menge-
sahkan RUU PPRT tersebut.

Ratusan surat dari PRT pun
telah dilayvangkan, ratusan de-
monstrasi di depan Gedung
DPR sudah dilakukan, bahkan
dilaksanakan setiap hari Rabu

Qo vereis DPR? Mbak Puan,
mengapa Anda bergeming dan
diam seribu bahasa?

Scepertinya Kita tidak bisa
berharap banyak karena per-
kembangan terakhir, Kamis
(973/2023), Puan justru menge-
Tuarkan rilis vang menegaskan
RUU PPRT ditunda berdasar-
kan keputusan dalam rapat
pimpinan (rapim) DPR RI

"Keputusan rapim menye-
tujui untuk melihat situasi dan
kondisi terlebih dahulu. Saat itu
dirasa belum tepat untuk di-
agendakan dalam rapat Bamus
dan masth memerlukan pen-
dalaman,” warnya. Karena be-
Tum dibahas di Badan Musya-
warah, RULT PPRT juga belum
dapat dibawa ke Rapat Pari-
purna DPR untuk disahkan se-
bagai RUU inisiatif DPR.



http://www.tcpdf.org

